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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
Jim J Je 
H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
Kha Kh Ka dan ha 
Dal D De 
Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
Ra R Er 
Zai Z Zet 
Sin S Es 
Syin Sy Es dan ye 
 
  
ix 
 
s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
Gain G Ge 
Fa F Ef 
Qaf Q Ki 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamzah ...' ... Apostrop 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. Kataba 
2. Zukira 
3. Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
 ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
 ...... Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Kaifa 
2.  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
 
 
 
  
xi 
 
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ……. Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
 ……  Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
  ……. Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Qa>la 
2.  Qi>la 
3.  Yaqu>lu 
4.  Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua 
kata itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan 
/h/. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2.  T{alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Rabbana 
2,  Nazzala 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai 
dengan aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang 
ditulis  dari kata yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. Ar-rajulu 
2. Al-Jala>lu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. Akala 
2.  ta'khuduna 
3.  An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan 
pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Kata kunci:  Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo 
Dispensasi  nikah adalah  suatu kemudahan atau keringanan bagi calon 
mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang masih di bawah 
umur  dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Kecuali suatu tindakan yang berdasarkan 
hukum dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku 
untuk suatu hal yang khusus. 
Penelitian ini  merupakan upaya mengetahui penetapan tentang 
permohonan dispensasi nikah  di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2016. 
Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
dasar pertimbangan hakim dalam menerima perkara tentang dispensasi nikah  
dalam Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh?, (2) Bagaimana tinjauan 
Hukum Islam terhadap dispensasi nikah  dalam Penetapan Nomor 
0104/Pdt.P/2016/PA.Skh?. 
 Metode Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field 
Research)sumber primernya dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif  
Berdasarkan hasil penelitian Dispensasi Nikah  di Pengadilan Agama 
Sukoharjo  pada Penetapan  Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh. perkawinan 
dibawah umur yang disebabkan bahwa calon suami-istri telah berhubungan akrab 
dan menjalin cinta serta sering melakukan hubungan bersetubuh. Hubungan ini 
bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal 
yang melanggar hukum dan norma kesusilaan. Sedangkan mengenai 
pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah  ini, dari 
berbagai pertimbangan didapat dari persidangan yaitu calon suami telah sepakat 
untuk menikah atas dasar suka sama suka, sama-sama bertanggung jawab untuk 
menjadi suami-istri yang baik, dan calon suami-istri tidak ada larangan atau sebab 
untuk melangsungkan pernikahan. Majelis hakim kemudian menggunakan konsep 
mashlah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan  dispensasi nikah tidak 
di jelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan  tindakan 
syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai 
beserta keluarga).  Tinjauan Hukum Islam terhadap dispensasi nikah perkara 
nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh. tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya 
menetukan batasan umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada 
dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Tidak 
adanya ketentuan agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan 
perkawinan. 
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ABSTRACT 
 
Keyword: Dispensation of marriage in Sukoharjo. 
 
 Religious Court This research is an effort to know the determination of 
marriage dispensation application in Sukoharjo Religious Court in 2016. The 
main questions that want to be answered through this research are (1) How to 
base the judge's consideration in accepting the case of marriage dispensation in 
Determination Number 0104 / Pdt.P / 2016 /PA.Skh ?, (2) How is the review of 
Islamic Law against the marriage dispensation in Determination Number 0104 / 
Pdt.P / 2016 / PA.Skh ?. To answer that question, this research uses normative 
law research. 
This research has the purpose of knowing what judgments the judge uses 
in determining the case and the basis of judges in deciding cases and knowing 
Islamic law in the case of marriage dispensation. 
Based on the result of research of marriage dispensation in Sukoharjo Religious 
Court on Determination Number 0104 / Pdt.P / 2016 / PA.Skh. Underage 
marriage due to the prospective husband and wife have a close relationship and 
establish love and often make intercourse. This relationship if not immediately 
followed by marriage is feared bias happened things that violate the law and the 
norm of decency. As for the judges' consideration in providing this dispensation of 
marriage, from the various considerations obtained from the yaitucalon trial  the 
husband has agreed to marry on the basis of likes, are equally responsible for a 
good husband and wife, and prospective husband and wife no ban Or a cause for 
marriage. The judges then use the concept of mashlah mursalah because the 
provisions of age restriction and marriage dispensation are not described in the 
texts, but the maslahat content is in line with the actions of syara who want to 
realize the benefit for humankind (both bride and groom candidates) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum  perkawinanan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan 
yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang 
perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Adapun 
pentingnya bagi kehiduan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah 
sebagai berikut:  
1. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan 
hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria 
dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan 
manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk 
Tuhan yang lain. 
2. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga 
dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai 
dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami-
istri. 
3. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga 
kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunanya  dapat 
berlangsung terus secara jelas dan bersih. 
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah  sebuah keluarga yang 
merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat 
1 
2 
  
 
 
diharapkan timbulnya suatu kehidupan bermasyarakat yang teratur dan 
berada dalam suasana damai. 
5. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan – ketentuan 
yang telah diatur dalam Al Qur‟an dan Sunnah Rasul, adalah 
merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.
1
 
Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, Perkawinan 
termasuk dalam lapangan “Muamalat” yaitu lapangan yang mengatur 
hubungan antar manusia  dalam kehidupanya didunia ini. Hubungan antar 
manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 
1. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan 
2. Hubungan antar persesorangan diluar hubungan kekeluargaan dan 
rumahtangga 
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. 
Dengan melihat  kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad 
yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang 
sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan  bahwa hukum asal 
dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah
2
 
Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
pada pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak 
wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun.Dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk 
                                                          
1
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, 2007), hlm. 3. 
2
 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan islam di indonesia, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.  
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melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 
tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 
(2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3
 
Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas 
menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari: 
1. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa 
SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada 
masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan 
masa sangat muda. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting 
disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa 
depan bagi si anak. 
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinantidak 
dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada 
sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat 
pernikahan
4
 
Meskipun batas umur telah ditentukan, namun Undang-undang 
Perkawinan memberikan kelonggaran untuk menyimpang dari aturan 
syarat umur tersebut. Melalui pasal  7 ayat (2) yang berbunyi: 
                                                          
3
Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 328. 
4
 Nurmila Sari,”Dispensai NikaH Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Pengadilan Agama 
Tanggerang Tahun  2016”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, Jakarta 2011, hlm. 73. 
4 
  
 
 
“ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh  kedua orang pihak  pria maupun wanita.
5
 
Dispensasi  nikah adalah  suatu kemudahan atau keringanan bagi 
calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang masih 
dibawah umur  dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali suatu tindakan yang 
berdasarkan hukum dinyatakan bahwa suatu peraturan perundang-
undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.
6
 
Undang-undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam 
keadaan yang sangat memaksa, perkawinan dibawah umur dapat 
dilakukan  dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin  ke 
Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, 
sebagaimana yang tercantum  dalam Undang-undang  Nomor  1 Tahun 
1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2).
7
 
 Dalam perkara nomor 0104/pdt.P/2016/PA.Skh. Agus adalah 
seorang laki-laki yang berumur 17 tahun 4 bulan yang dalam hal ini 
mengajukan dispensasi kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan  
menurut undang-undang perkawinan No  tahun 1974 pasal 9 dan calon 
istri yang berumur 17 tahun 10 bulan. Bahwa syarat-syarat untuk 
                                                          
5
  Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Citra Umbara, 2015).., hlm. 4 . 
6
  Abdul Munir,”Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan ( studi Analisis di 
Pengadilan Agama Kendal)”, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah IAIN Walisongo, Semarang 
2011, hlm. 46 
7
  Arba‟in Basyar, Ketua KUA Pasar Kliwon Surakarta, Wawancara Pribadi, 22 Februari 
2017, jam 13- selesai. 
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melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali 
syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. 
Bahwa kehendak para pemohon untuk menikahkan anak pemohon telah 
mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 
Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 
27/Kua.11.11.04/K.500/10/2016 tertanggal 19 bulan September tahun 
2016. Namun  pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan 
karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya 
menyatakan kepada para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon 
istrinya tersebut telah berulang kali melakukan hubungan selayaknya 
suami-istri (dukhul), sehingga para pemohon khawatir keduanya akan 
terus menerus melakukan perbuatan zina atau melanggar aturan syariat 
agama Islam, jika tidak segera dinikahkan. Pengadilan Agama telah 
melakukan penetapan atas permohonan para termohon pada hari Kamis 
tanggal 27 Oktobr 2016  dengan penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA. 
Skh. Penetapan tersebut tentu berdasarkan pertimbangan yang matang 
menurut hukum Islam. Namun demikian secara akademik tentu dikaji. 
Oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan.
8
 
Di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap kasus permohonan 
dispensasi kawin ditahun 2016 sejumlah 55 perkara yang diputus oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Pihak yang mengajukan 
                                                          
8
  Wassalam,Panitera Muda Hukum Pengadila Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 23 
Februari 2016, jam 10- selesai, Bertempat di ruang Panitera Muda. 
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permohonan mayoritas pihak laki-laki. penelitian ini dilakukan terhadap 
Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA. Skh.
9
 Penulis hendak menganalis 
putusan perkara tersebut. Karena kebanyakan perkara yang masuk 
permasalahanya berbeda yaitu kebanyakan hamil terlebih dahulu, dan 
penulis ingin meninjau dari Undang-undang selain Undang-undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan dispensasi  
nikah anak dibawah umur. 
Dari data diatas memotivasi penulis untuk meneliti kasus 
perohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penulis 
mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul”Dispensasi 
Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Perzinaan: Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016. 
Peneliti memilih penetapan ini karena kasus pada penetapan ini 
berbeda dengan penetapan yang lain. Perbedaan pada penetapan ini lebih 
mendasarkan pada status pemohon dimana pemohon dalam hal ini sudah 
melakukan hubungan suami istri namun istri tidak hamil. Sedangkan  
dalam penetapan lain sudah hamil lebih dahulu.. 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak  dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat 
dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  
                                                          
9
 Wassalam,Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi , 
24 Februari 2016, jam 10- selesai, Bertempat di ruang Panitera Muda. 
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1. Bagaimana dasar dan  pertimbangan hakim dalam menerima perkara 
tentang dispensasi kawin  karena  pezinaandalam Perkara Nomor 
0104/Pdt.P/2016/PA.Skh.? 
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dispensasi kawin dalam 
perkara 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh? 
C. Tujuan Masalah  
Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah 
penelitian, sebab tujuan ini akan meberikan gambaran tentang arah 
penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis 
bertujuan: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima 
perkara tentang dispensasi kawin  karena  pezinaandalam Penetapan 
Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh. 
2.  Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Munakahat terhadap dispensasi 
kawin akibat perzinaan dalam Penetapan Nomor 
0104/Pdt.P/2016/PA.Skh. 
D. Manfaat  
Dan adapun manfaat dengan penelitian ini yaitu: 
1. Teoritis 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum 
Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah dan pembentukan pola 
berpikir. 
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2. Praktis  
Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana  dibidang  
Hukum Keluarga Islam di prodi studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. 
E. Telaah Pustaka 
Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, 
seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir Prabowo, mahasiswa 
Syari‟ah yang lulus tahun 2016 dengan judul “Perkara Dispensasi Nikah 
DiPengadilan Agama Boyolali”  skripsi ini menjelaskan tentang dampak 
positifnya yaitu mencegah pelanggaran terhadap norma hukum, moral dan 
agama serta menutupi aib keluarga. Sedangkan dampak negatifnya  yaitu 
kurangnya pemahaman calon pasangan suami-istri tentang dasar berumah 
tangga yaitu konsep sedang, pangan, etika dalam berumah tangga, serta 
pergaulan bermasyarakat atau bersosial, sehingga tujuan dari perkawinan 
tidak tercapai justu berakhir pada perceraian.
10
 
Abdul Munir mahasiswa syariah yang lulus tahun 2011 dalam 
skripsinya yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi 
Pernikahan ( Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal )”. Skripsi ini 
menjelaskan tentang dampak dispensasi terhadap eksistensi nikah 
diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendal secara tidak langsung tidak 
berdampak pada eksistensi pernikahan akan tetapi lebih berdampak pada 
keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena pasangan 
                                                          
10Ahmad Munir Prabowo,”Perkara Dispensasi Nikah DiPengadilan Agama Boyolali 
Tahun 2014-2015”,skripsitidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2016 
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yang mendapatkan dispensasi nikah dalam melakukan pernikahan kurang 
siap untuk membina suatu rumah tangga karena usia mereka yang masih 
relatif mudah dan bekal mereka untuk membina suatu rumah tangga 
kurang.
11
 
Dody Laksana mahasiswa Syariah yang lulus tahun 2016 dalam 
skripsinya yang berjudul”Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur 
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)”. Skripsi ini menjelaskan 
tentang Dispenssi Kawin Hamil Anak Bawah Umur, bahwa ternyata 
hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan 
telah terlalu dekat dan bahkan mereka telah melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri yang menyebabkan calon mempelai perempuan dalam 
keadaan hamil, apabila dibiarkan akan menimbulkan mafsadat bagi calon 
pengantin dan keluarga.
12
 
F. Kerangka Teori 
Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan 
batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan 
menjadikanya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut 
dijelaskan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa. 
                                                          
11
 Abdul Munir, “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan ( Studi 
Analiis di Pengadiln Agama Kendal) ‟”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN 
Walisongo,, Semarang 2011 
12
 Dody Laksana,”Dispensasi Kawin Hamil Bawah Umur  Analisis Putusan Pengadilan 
Agama Surakarta, tahun 2014”, skripsi tidak diterbitkan, jurusan syariah IAIN Surakarta, 
Surakarta 2016. 
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“ perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”13 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu “bahwa 
diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah sangat lanjut 
usianya, bahkan diperbolehkn pula suatu perkawinan dinamakan “In Ex 
tremis” yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal 
dunia”14 
Menurut H. Arso Sastroatmodjo, SH yaitu perkawinan itu 
disyriatkan supaya manusia mempunya keterunan dan keluarga yang sah 
menuju kehidupan bahagia didunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta 
kasih dan ridho Illahi
15
 
Al – Ghazali menjelaskan beberapa Faedah nikah, diantaranya: 
nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan  memperkuat 
ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika 
bertentangan dengan karakternya.
16
 
Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan yaitu nikah 
menurut syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna 
denganya.
17
 
                                                          
13
Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. 
14
Djoko Prakoso, SH,Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia,BINA AKSARA, 
Jakarta 1987, hlm.2. 
15
Ibid, hal 5  
16
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, Amzah, Jakarta 2009, hlm.40. 
17
 Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, Fiqh Munakahat, KENCANA, Jakarta 2003. 
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Sedangkan menikah menurut istilah. Ada  beberapa pengertian 
perkawinan yaitu: 
1. Menurut M Abdul Mujib, Mabruri Thorhah, Syafi‟ah. AM, nikah 
adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-
laki dan perempuan yang bukan mukhrim
18
. 
2. Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah 
suatu akad yang denganya hubungan kelamin antara pria dan wanita 
yang melakukan akad ( perjanjian ) tersebut menjadi halal.
19
 
3. Menurut Najmuddin Amin Al-kurdi, memberikan pengertian nikah 
sebagai berikut yaitu akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan 
lafadh nikah atau tazwij atau terjemahanya. 
Menurut  Abdurrahman Al- Jaziri mengatakan bahwa perkawinan 
adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas 
pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian 
20
 
Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 
dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah 
pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang 
telah ditetapkan oleh syara untuk menghalalkan pencampuran antara 
keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu 
                                                          
18
 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam indonesia, djambatan, hlm.741. 
19
 Nurmilah sari, Dispensasi Nikah di Bawah Umur, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
2009-2010. 
20
 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat,(Bandung :Pustaka Setia, 201), hlm. 14. 
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sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Slamet Abidin dan 
Aminudin).
21
 
Pengertian dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, 
dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
22
 
Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat 
melakukan ikatan perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri kawin 
dengan‟ Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta 
tinggal bersama Rosulullah sewaktu ia berumur 9 tahun (sepakat ahli 
hadis). 
Menurur para ulama  umur perkawinan di bawah umur antara 
Aisyah binti Abubakar dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh 
lebih dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum. Begitu pula halnya dengan 
Nabi sampai beristri 10 wanita, termasuk istrinya Nabi adalah janda 
kecuali Aisyah, dan semuanya mempunyai latar belakang sejarah dengan 
islam di masa permulaan. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam 
Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan 
keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiat dan untuk dapat 
membina rumah tangga  keluarga yang damai dan teratur, maka terserah 
kepada umatnya untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika itu 
lebih banyak akan mendatangkan yang tidak bermanfaat, malah akan 
merugikan. Jangan dilakukan perkawinan bawah umur.
23
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Ibid ,hlm.14 
22
 Poedarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm.88. 
23
 Hilman Handi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum 
adat Hukum Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 51. 
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Pernikahan dibawah umur sangat perlu diperhatikan oleh 
pemerintah, masyarakat serta peran orang tua khususnya, karena 
pernikahan dibawah umum dilihat dari segi madlaratnya lebih banyak dari 
pada kemaslatanya. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu usaha untuk 
menemukan,mengembangkan dan mnguji kebenaran atau menguji 
pengetahuan penulis dalam melakukan pendalaman secara kritis dan 
bijaksana. 
1. Sumber Data 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengguakan sumber data 
yaitu. 
a. Data primer artinya data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama berdasarkan kepentingan penelitian ini. Dalam hal 
ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Sukuharjo yang 
memutuskan Penetapan Nomor 0104/Pdt. P/2016/PA.Skh 
b. Data Sekunder yaitu, merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung fungsinya ada”ah  memberikan keterangan tambahan atau 
keterangan pendukung data primer. Data ini dapat berupa bahan 
pustaka, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan yang 
berkaitan dengan permaslahan yang diteliti. 
 
 
14 
  
 
 
2. Jenis Penelitian 
Jenis  penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penelitian 
lapangan dengan hakikat merupakan metode untuk menemukan secara 
khusus dan realitas apa yang telah terjadi disuatu saat ditengah 
masyarakat dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa 
masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengespresikan diri 
dalam bentuk gejala atau proses sosial.
24
 Penulis ingin meneliti tentang 
“ Dispensasi Nikah Anak  Di Bawah Umur Akibat Perzinaan”. 
3. Teknik Pengumpulan data  
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 
data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain. 
25
 Kepada Hakim dan 
Panitera muda yang masih bertugas di Pengadilan Agama 
Sukoharjo dan Panitera di Pengadilan Agama Sukoharjo serta 
kepala KUA Pasar Kliwon Surakarta 
b. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yaitu 
                                                          
24
  Juliansyah Noor,  Metode Penelitian , Kencana , Jakarta, 2011,  
25
Ibid, hal 140 
15 
  
 
 
berbentuk surat,  dan kajian lain yang relevan. Memperoleh data 
dengan melihat dokumen yang ada hubunganya dengan pokok 
permasalahan, dokumen dapat  berupa catatan-catatan  yaitu  
berupa penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016?PA. Skh. Dan arsip-
arsip yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
4. Teknik analisis data 
a. Metode Diskriptif  Kualitatif 
Yaitu memaparkan, mengkaji dan mengkaitkan data-data yang 
diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya ) maupun 
kontekstual (pemahaman terhadap data ) kedalam tulisan guna 
mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan.
26
 
b. Metode Deduktif 
Yaitu metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan 
atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu 
kesimpulan yang bersifat khusus.
27
 
H. Sistematika Penulisan  
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing 
bab mengandung sub bab guna lebih rinci dalam pembahasan dengan  
didahului dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, kata pengantar dan sistematika penulisan. 
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BAB I berisi  tentang  Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, 
Metodelogi Penelitian, Sistematika Penulisan 
BAB II berisi tentang Tinjauan umum tentang perkawinan meliputi 
pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat 
perkawinan, hal-hal yang membatalkan perkawinan. Tinjauan umum 
tentang dispensasi kawin  yang meliputi, pengertian dispensasi kawin, cara 
mengajukan dispensasi kawin. 
BAB III berisi tentang Dispensasi kawin di Pengadilan Agama 
Sukoharjo meliputi, gambaran umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
mengenai letak Geografis, sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo, tabel 
tentang perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Sukoharjo, 
prosedur dan proses pengajuan dispensasi kawin, meliputi cara syarat-
syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan dispensasi kawin. Dan 
membahas kasus tentang pertimbangan hakim dalam menerima kasus 
dispensasi kawin akibat perzinan. 
BAB IV  berisi tentang Analisis dan  Pembahasan  meliputi:  Analisis 
pertimbangan hakim dalam menerima perkara dispensasi kawin dan  
Analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin akibat 
perzinaan. 
BAB V Membahas Tentang Penutup. Bab Ini Berisikan 
Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian perkawinan 
Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 
hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 
mahram. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:  
Artinya : 
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap  (hak-hak) perempuan yatim ( bilamana kamu 
mmengawininya ) maka kawinlah  wanita-wanita lain yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniyaya.” 
 
Menurut bahasa, kata “nikah” berarti  adh-dhammu wattadaakhul 
(bertindah dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan  
adh-dhammu wa al-jam‟u ( bertindih dan berkrumpul ). Oleh karena itu, 
menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon  seperti bambu akibat 
tiupan angin  diidtilahkan dengan tanakhtil asyajar ( rumput pohon itu sedang 
kawin ), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya gesekan dan 
masukannya rumpun yang satu keruang yang lain. 
28
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Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad ( perjanjian ) yang 
mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh 
“nikah” atau “tazwij” 
Nikah atau jima‟, sesuai dengan makna linguistiknya, beerasal dari kata 
“ al-wath”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang 
mengandung pembolehan untuk nerhubungan seks dengan lafazh :an-nikah” 
atau “ at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan 
makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling 
menggauli.
29
 
Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi 
berlaku pula untuk semua makhluk Allah. Binatang pun melakukan 
pernikahan. Untuk memperhalus  terminologi yang berlaku untuk binatang 
digunakan kata “perkawinan” meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturana pemerintahan Nomor 9 
tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah” atau 
“pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu diartinya bahwa 
makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan  aktivitas 
persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa Arab, sedangkan :kawin: 
adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.
30
 
 Pada hakikatnya nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup 
dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunya, 
melainkan antara kedua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, 
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kasih mengasihi, akan berpindah  kepada semua keluarga kedua belah pihak, 
sehingga mereka menjadi intergral dalam segala urusan sesamanya dalam 
menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.
31
 
 Pengertian perkawinan dapat juga ditemukan dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “ 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seporang pria dan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32
: 
B. Rukun dan Syarat Sah  Perkawinan 
Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan ( ibadah ), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram 
untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam 
perkawinan. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan tidaknya 
suatu pekerjaan ( ibadah ), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti menutup aurot untuk sholat atau menurut Islam calon 
pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.
33
 
Sah, yaitu suatu pekerjaan ( ibadah ) yang memenuhi rukun dan syarat. 
Pernikahanya yang didalamnyaterdapat akad , layaknya akad- akad 
lain yang memerlukan adanya perasetujuan kedua belah pihak yang 
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mengadakan akad. Adapun rukun nikah yaitu, Mempelai laki-laki  dan 
mempelai perempuan, wali, dua  orang saksi dan shiqad ijab kabul 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 
dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-
rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi  calon mempelai, wali, saksi, dan 
ijab kabul.
34
 
1. Syarat –syarat Suami  
a. Bukan mahram dari calon Istri 
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendri 
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya 
d. Tidak sedang ihram 35 
2. Syarat –syarat Istri 
a. Beragama Islam 
b. Terang bahwa ia wanita, bukan banci 
c. Halal bagi calon suami 
d. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam Iddah 
e. Tidak dipaksa 
f. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah36 
3. Syarat- syarat Wali 
a. Wali  perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan 
atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya 
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b. Wali hendaklah seorang laki-laki 
c.  Muslim 
d. Baliq 
e. Berakal dan adil37 
4. Syarat-syarat Saksi 
a. Laki-laki 
b. Baligh 
c. Waras akalnya 
d. Adil 
e. Dapat mendengar dan melihat 
f. Bebas, tidak dipaksa 
g. Tidak sedang mengerjakan Ihram dan 
h. Memahami bahasa yang dipergunakan ijab kabul.38 
5. Syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam; 
Pasal 15 
a. Untuk kemaslahatan keluarga rumah tangga perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam 
pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami 
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun 
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b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), 
(4) dan , (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Pasal 16 
a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai  
b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan 
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 
C. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam islam adalah : untuk memenuhi tuntutan 
hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki  dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 
sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syariah. 
Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut: 
1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih 
3. Memperoleh keturunan yang sah  
Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuannya perkawinan 
dirumuskan dan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: 
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Pasal 2  
Perkawinan menurut Hukum Islam  adalah pernikahan, yaitu akad  yang sangat 
kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakanya merupakan ibadah. 
Pasal 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah
39
 
Dari rumusan di atas,Filosopi Islam Imam ghozali membagi tujuan dan 
faidah perkawinan kepada lima hal. Seperti berikut: 
1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 
serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia 
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan 
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan 
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 
masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. 
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang 
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
40
 
D. Pembatalan Perkawinan  
Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 dikatakan 
bahwa‟perkawinan dapat dibatalkan, apabilapara pihak tidak memenuhi syarat 
untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 sbb: 
                                                          
39
 Kompilasi Hukum Islam,( Bandung „CITRA UMBARA” 2015 ), halm 324 
40 Soemiyati, SH,”Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 
(yogyakarta: Liberty,2007) hlm, 12 
24 
 
 
 
1. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 
dari istri. 
2. Suami atau istri itu sendiri 
3. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus. 
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang ber[entingan hukum secara 
langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan 
itu putus. 
5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari 
kedua calon mempelai tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk memberi 
izin seorang suami beristri lebih dari seorang dn tanpa mengurangi  hak 
sesorang suami yang akan  beristri lebih dari seseorang mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan untuk kawin lagi. 
Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 26 dan 
27 adalah: 
1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat Perkawinan 
yang tidak berwenang 
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu itidak sah, 
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang langgar hukum, 
4. Ketika perkawinan berlangsung terjedi salah sangka mengenai diri suami 
atau istri.
41
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E. Hikmah Perkawinan 
Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam 
membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh 
hal implikasi mendasar, yaitu: 
1. Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri 
2. Terbentuknya hubungan darah orang tua dan anak  
3. Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri 
4. Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami-
istri (mertua) 
5. Terbentuknya hubungan waris-mewaris 
6. Terbangunya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat 
7. Terbentuknya keluarga yang luas 
8. Terbentuknya rasa solidaritas sosial di antara sesama keterunan 
9. Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu yaitu satu 
ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah satu pencipta. 
Salah satu yang ditinggalkan oleh manusia ketika mati adalah anak 
keturunan, yaitu anak yang shaleh dan anak yang salah. Anak yang salehlah 
yang akan mendoakan orangtuanya agar diringankan siksa kuburnya dan 
dijauhkan dari penderitaan panjang di alam barzah. Anak yang dilahirkan akan 
mampu menjadi washiat antara dirinya dan Allah, karena doa-doa anak yang 
saleh adalah  doa yang diterima di sisi Allah. Mungkin, banyak cita-cita dan 
26 
 
 
 
harapan orangtua yang masih menggantung yang belum dapat diamalkan 
olehnya, maka anaknyalah yang akan melaksanakan semua harapanya.
42
 
F. Definisi Mashalah Mursalah  
1. Pengertian Mashalah Mursalah 
Maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung 
oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah 
disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui 
kesahan atau kebatalanya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat 
mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan 
arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan 
kerusakan bagi manusia.
43
 
Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. 
Tingkatan pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua 
lebih utama dari tingkat tiga. Tingkatan-tingkatan itu, ialah: 
a. Tingkatan pertama yaitu tingkat dhurari, tingkatan ini terdiri atas lima 
tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua 
lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat – tingkat itu 
ialah. 
1) Memelihara agama 
2) Memelihara jiwa 
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3) Memelihara akal 
4) Memelihara keturunan 
5) Memelihara harta 
b.  Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang diperlukan 
c. Tingkatan ketiga, ialah tingkatan tahsini 
Di antara contoh maslahat ialah usaha Khalifah Abu Bakar 
mengumpulkan Al-Quran yang terkenal dengan jam‟ul Quran. 
Pengumpulan Al-Quran ini tidak disinggung sedikitpun oleh syara tidak 
ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya. 
Setelah terjadi peperangan yamamah banyak para penghafal Al-Quran 
yang mati syahid (kurang lebih 70 orang). Umar bin Khatab melihat 
kemaslahatan yang sangat besar pengumpulan Al-Quran itu, bahkan 
menyangkut kepentingan agama. Seandainya tidak dikumpulkan, 
dikhawatirkan Al-Quran akan hilang dari permukaan dunia nanti. Karena 
itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar dan melaksnakanya. 
 Demikian pula tidak disebut oleh syara tentang keperluan mendirikan 
rumah penjara, menggunakan mikrofon diwaktu azan atau sholat jamaah, 
menjadikan tempat melempar jumrah menjadi dua tingkat, tempat sa‟I dua 
tingkat, tetapi semuanya itu dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan 
agama, manusia dan harta. 
Berdasarkan istiqra (penelitian empiris) dan nash-nash Al-Quran 
maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup 
diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.
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Imam Maliki adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil 
Maslahat Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat 
yang dapat dipahami melauli definisi diatas, yaitu 
a. Adanya persesuaian antara marshalat yang dipandang sebagai sumber 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan adanya 
persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasjan sumber dalil 
yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qar‟iy. Akan tetapi 
harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin 
diwujudkan oleh syari‟i. 
b. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai 
dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 
kelompok rasionalisme akan dapat diterima. 
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang mesti terjadi (rafu haraj lazim). Dalam pengertian, 
seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, 
niscahya manusia akan mengalami kesulitan.
45
 
2. Dasar  Hukum Maslahat Mursalah 
 Para ualam yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil 
syarat menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah 
a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, 
demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan 
menunjukan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi 
pada masa Rasulullah SAW. Kemudian timbul dan terjadi pada masa-
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masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasullah 
SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat 
memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan 
manusia, dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang 
merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan 
dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu ada, maka dapat 
direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan 
tempat. 
b. Sebenarnya para sahabat, tabi‟it tabi‟in dan para ulama yang dating 
sesudahnya telah melaksnakannya, sehingga mereka dapat segera 
menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, 
padahal pada masa rosulullah SAW. Hanya jatuh satu mushaf dan 
Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syiah 
Radidhah yang membrontak, kemudian diikuti oleh para ulama.
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G. Batas Umur Perkawinan 
1. Menurut Undang-undang  
Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974  pasal 6 ayat (2). Jadi bagi pria atau wanita 
yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk 
melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk 
melangsungkan perkawinan adalah pria yang telah mencapai umur 19 
tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun Undang-undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh 
melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. 
Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur telah mencapai umur 19 
tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 bagi wanita b. Jika kedua 
calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua 
bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena 
berpenyakit kurang akal, sakit ingatan, dll, maka izin dimaksud cukup dari 
orang tua yang masih hidup atau dari  orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau orang 
yang memelihara atau keluarga dalam garis keatas selama mereka masih 
hidup (kakek,nenek dll), yang dapat menyatakan kehendaknya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (3-4). 
Misalnya mereka yang belum mencapi umur 19 tahun bagi pria dan 
belum mencapi umur 16 bagi wanita, karena pergaulan bebas ( kumpul 
kebo ), sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan 
kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut? Dalam 
keadaan darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 
dari pihak pria maupun pihak wanita ( Undang-undang Nomor 1 
Tahun1974 pasal 7 ayat (2). Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang 
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yang  memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
keatas. 
2. Batas Umur dalam Agama 
Demikian pula dalam Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang 
sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan Hukum 
Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan 
perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri kawin dengan „ Aisyah ketika 
ia baru berumur 6 tahun dan  baru dicampuri serta tinggal bersama 
Rasululloh sewaktu ia berumur 9 Tahun. 
Menurut para Ulama perkawinan dibawah umur antara Aisyah binti 
abubakar dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh lebih dewasa 
tidak bisa dijadikan dalil umum. Begitu pula halnya dengan Nabi sampai 
beristri 10 wanita, termasuk iatrinya yang bukan orang Arab (Ajam) yaitu 
jariyah dari Mesir bernama Mariyah tidak bisa dijadikan dalil umum. Oleh 
karena itu sifatnya uang khusus, hampir semua isteri Nabi adalah janda 
kecuali Aisyah, dan kesemuanya mempunyai latar belakang sejarang 
dengan perjuangan Islam dimasa permulaan.
47
 
H. Dampak Perkawinan di Bawah Umur  
Dalam masalah perkawinan dibawah umur tentu ada dampak yang di 
timbulkan akibat dari hal tersebut, meskipun dampak itu secara langsung bisa 
di rasakan akan tetapi dampak tersebut akan tersa sesuatu saat karena pada 
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dasarnya ada sebab dan juga ada akibat. Adapun dampak yang bisa di 
timbulkan adalah: 
1. Dampak Biologis 
Secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju 
kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan se3ks dengan 
lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika di 
paksakan maka justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi 
yang akan membahayakanya. 
2. Dampak psikologis 
Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan 
seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam 
jiwa anak yang sulit  disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali 
hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti 
atas putusan hidupnya, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak untuk 
memperoleh pendidikan 9 tahun. 
3. Dampak sosial 
Fenomena ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat 
patriaki yang bias gender, yang menepatkan perempuan pada posisi yang 
rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Konsidi ini 
sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam 
yang sangat menghormati perempuan. Hal ini hanya akan melahirkan 
kekerasan pada perempuan.
48
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33 
 
 
 
I.  Dispensasi Kawin 
1. Pengertian Dispensasi kawin 
Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah izin 
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi 
perkawinan adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh 
pemerintah yang mana sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan 
atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut 
Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
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Sedangkan menurut W.F .Printis dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi 
adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan  suatu perundang-
undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Demikian 
pula menurut ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus 
rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi 
berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.
50
 
Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum 
berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun
51
. 
Sebagaimana ditentukan sebagaimana Undang-undang: 
 Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum. Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah 
mencapai umur 16 tahun  Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 pasal 7  
(1). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
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dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kuda 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974.
52
 
Dalam hal ini Undang-undang perkawinan tidak konsisten  di satu sisi 
pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, 
seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus 
mendapatkan izin kedua orang pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
dari pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya jika kurang  
dari 21 tahun yang diperlukan ijin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun 
perlu izin pengadilan.
53
 Ini dikuatkan lagi pasal 15 ayat (2) Kompilasi 
Hukum Islam “ bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 
harus mendapatkan ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), 
(3),(4) dan (5) undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
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2. Prosedur Permohonan Perkara Dispensai Kawin  
a. Pertama:  Sebelum pemohon mengajukan permohonanya, pemohon ke 
prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang 
bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan 
diprameja pemohon dapat minta tolong dibuatkan surat permohonan. 
b.  Kedua : Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani 
diajukan kepada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap 
pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara 
dan menuliskanya surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya 
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panjer biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk 
menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R. Bg 
atau pasal 182 ayat (1) HIR, atau pasal 90 ayat (1) UUPA. 
c. Ketiga : Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan 
menyerahkan surat permohonan dan SKUM kasir kemudian menerima 
uang tersebut  dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, 
menandatangani dan memberi nomer perkara serta tanda lunas pada 
SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada 
permohonan. 
d. Keempat : Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan 
menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Proses 
penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 
Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, 
bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. 
Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu 
disidangkan serta memperintahkan agar para pihak dipanggil untuk 
datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. 
Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat 
mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, 
biasanya bukti-bukti sudah dititipkan  kepada panitera sebelum 
persidangan 
Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk 
umum oleh ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil 
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keruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati 
pemohon, anak pemoh dan calon pemohon dengan memberikan 
penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan 
belum cukup umur dan agar menunda pernikahanya. Bila tidak 
berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudia Ketua Majelis 
membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di 
kepaniteraan  Pengadilan Agama. 
Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon 
dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis 
melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan 
bukti surat: foto copi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang 
dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan oleh Ketua Majelis diberi 
tanda P.1. 
Surat pemberi tahuan penolakan melangsungkan pernikahan 
model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya 
Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. 
Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan 
keluar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors 
dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk keruang persidangan, 
kemudian dibacakan penetapan.
55
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J. Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Sukoharo 
1. Hakim 
a. Tugas pokok (yusticial) 
1) Membantu pencari keadilan (pasal 3 ayat (2) UU 14/1070) 
2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan ( pasal 5 ayat (2) UU 
14/1070) 
3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa ( pasal 130 HR/ pasal 
154 RBg) 
4) Memimpin persidangan ( pasal 15 ayat (2) 14/170) 
5) Memeriksa dan mengadili perkara ( pasal 184 ayat (3), pasal 186 
(1) HR) 
6) Mengawasi pelaksanaan putusan ( pasal 33 (2) UU 14/1970) 
7) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan ( pasal 27 (1) UU 
14/1970) 
8) Mengawasi penasehat hukum 
b. Tugas non yustical 
1) Memberikan penyuluhan hukum 
2) Melayani riset untuk penyuluhan hukum 
3) Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal 
c. Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara: 
1)  Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan 
dalam duduk perkara pada putusan hakim. 
2) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di 
dalam surat putusan 
3) Dituangkan dalam putusan amar. 
38 
 
 
 
2. Panitera  
a. Menyelenggarakan adsminitrasi dan mengatur tugas wakil panitera, 
panitera muda, dan panitera pengganti 
b. Membantu hakim dengan menghadiri jalanya sidang di pengadilan, 
membantu putusan atau penetapan Majelis 
c. Menyusun berita acara persidangan 
d. Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan 
e. Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan  
f. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 
g. Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, 
dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ke tiga, surat-
surat bukti, dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan 
h. Memberitaukan putusan restek dan putusan diluar hadir 
i. Membuat akta  
j. Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan  
k. Pengungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan kekas negara 
l. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali 
m. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawababkan 
eksekusi yang diperingatkan oleh ketua pengadilan Agama. 
n. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke ketua 
pengadilan Agama 
o. Membuat akta cerai 
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3. Jurusita  
a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan 
Agama, ketua sidang, dan panitera 
b. Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitaukan putusan 
pengadilan menurut cara-cara berdasarkan kerentuan Undang-undang 
c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan 
melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang 
sah menyita tanah 
d. Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada 
para pihak yang berkepentingan 
e. Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang 
salinan resminya disampaikan para pihak yang berkepentingan  
f. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta 
membuat berita acaranya 
g. Melaksanakan tugas diwilayah pengadilan yang bersangkutan  
h. Panitera karena jabatanya adalah juga sebagai pelaksaan dari tugas 
kejurusitaan maka tugas dan tanggung jawabnya serat tata kerjanya 
diatur dalam keputusan ketua pengadilan Agama No. 
KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
BAB III 
Gambaran Umum Pengadilan Agama  Sukoharjo dan Tinjauan Umum 
Tentang Dispensasi Kawin 
 
 
A. Gambar umum Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo 
Pasca perang jawa ( 1825-1830 ) kompeni Belanda makin 
memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan 
rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong 
terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal 
itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar 
menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk 
lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di 
Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan 
yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin 
oleh Raden Adipati (patih) di bawah pengawasan Residen surakarta. 
Dalam pelaksanaanya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume 
perkara yang sangat besar. Sunan pakubuwono IX dan Residen Surakarta 
memandang perlu melimpahkan sebagaian perkara kepada pemerintah 
daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang 
diberi nama pradata kabupaten.
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Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan 
Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan pradat 
Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartosura, Sragen dan 
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Larangan. Surat perjanjian tersebut tersebut disyahkan  pada hari Kamis 
tanggal 7 Mei 1874 Staatblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, 
tertulis sebagai berikut: Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, 
Kartosuro dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan 
yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan larangan saiki kadedekake 
Kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo: ( di kabupaten Klaten, 
Ampel, Boyolali, Kartosuro dan sragen dan juga Kawedanan Larangan 
dibentuk pengadilan yang disebut pradata Kabupaten. Kawedanan 
Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten 
sukoharjo).
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Pada  waktu keluarnya keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 
1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad agama jawa 
dan madura pengulu ageng di surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir 
anom ke V. Di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi pengulu 
ageng Karaton surakarta pada tanggal 3 safar, tahun 1815 c/1883 M dan 
pada waktu di  Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, 
maka beliau pengulu tafsir Anom ke V. Diangkat menjadi Hoofd pengulu 
landrand dengan keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada 
tahun 1962 di Kabupaten/ Dati II sukoharjo berdiri cabang Pengadilan 
agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula 
gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada dikomplek Masjid Raya 
Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal pebruari 2007 
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boyongan  ke gedung baru. Terletak di Joho, kelurahan Joho, Kecamatan 
Kota sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.
58
 
2. Letak Greografis   
Pengadilan Agama Sukoharjo  berlokasi di jalan rajawali nomer 10 
57513. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek 
Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal 
Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan 
Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, 
Sukoharjo. Dengan luas tanah 2000 m² dan dengan luas gedung 948 m². 
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo 
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4. Cara Berperkara di Pengadilan Agama Surakarta 
a. Pembuatan Gugatan 
1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan 
agama (Pasal 118 HIR, jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 diubah 
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undangm No. 50 tahun 2009 
2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan 
agama tentang tatacara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, jo. 
Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 diubahdengan Undang-Undang 
No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undangm 
No. 50 tahun 2009).  
3) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika Tergugattelah menjawab surat gugatan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harusatas persetujuan 
Tergugat. 
4) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama: 
5) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah 
disepakati bersama tanpa izinTergugat, maka gugatan diajukan 
kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 
diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009jo Pasal 32 ayat 
(2) UU No. 1 Tahun 1974); 
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6) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan 
diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73ayat (2) UU No.7 
Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undangm No. 50 tahun 2009); 
7) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, 
maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7Tahun 
1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undangm No. 50 tahun 2009). 
8) Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, agama, pendidikan, 
pekerjaan, dantempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita 
(fakta kejadian dan fakta hukum); Petitum (hal-hal yang dituntut 
berdasarkan posita).
60
 
b. Alur penerimaan Gugatan/Permohonan 
Sebelum Perkara diproses oleh Pengadilan Agama, maka terlebih 
dahulu perkara tersebut harus didaftarkan dahulu oleh pihak pencari 
keadilan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat. Adapun alur 
atau tahap proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama adalah 
sebagai berikut: 
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1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa 
surat gugatan atau permohonan. 
2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan menyerahkan 
surat gugatan atau permohonan, minimal 3 (tiga) rangkap. Untuk 
surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. 
3) Petugas Meja Satu dapat memberikan penjelasan yang dianggap 
perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar 
biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan 
harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, 
didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. 
4) Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau 
permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa 
Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 
5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) 
surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). 
6) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar 
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biaya perkara ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama 
tersebut. 
7)  Pihak berperkara dating ke loket layanan bank dan mengisi slip 
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank 
tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), 
seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian 
pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan 
menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 
8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi 
penyetoran yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak 
berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat 
Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. 
9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan 
kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian 
memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 
(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli 
dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta 
surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. 
10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua surat 
gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 
(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM). 
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11) Petugas Meja Dua mendaftar dan mencatat surat gugatan atau 
permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor 
register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil 
dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 
12) Petugas Meja Dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat 
gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada 
pihak berperkara
61
 
c. Alur Waktu Persidangan 
1) Pihak  yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita 
Pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan 
Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan 
perkaranya (PHS). 
2) Penetapan majelis hakim yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui 
suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh    Ketua 
Pengadilan. 
3) Penetapan Majelis Hakim, (1) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja 
setelah proses registrasi perkara diselesaikan, Petugas Meja dua 
menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Wakil Panitera 
untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, (2) 
Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ketua 
pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan 
perkara tersebut.  
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4) Penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftar dalam 
register induk perkara kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 
(tiga) hari kerja. 
5) Ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sudah menunjuk 
majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan.
62
 
d. Penentuan Hari Sidang 
Penentuan hari sidang yaitu penetapan hari akan dilaksanakan 
sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) 
oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Juru sita pengganti memanggil 
para pihak untuk hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan 
Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas   panggilan.Dalam 
waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara majelis 
hakim/hakim menentukan hari sidang. 
Setiap majelis hakim/hakim mempunyai jadwal persidangan 
yang tetap. Penetapan hari sidang, dimusyawarahkan dengan sesama 
anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing. 
Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para 
yang berperkara, oleh majelis hakim/hakim memperhatikan jauh 
dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat 
persidangan. Lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak 
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dengan sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal-hal 
yang mendesak (Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).
63
 
e. Proses Persidangan 
1) Pemeriksaan identitas para pihak. 
2) Mediasi yaitu di laukan di luar persidangan dengan tujuan 
mendamaikan antara para pihak yang berperkara. 
3) Pembacaan Gugatan/Permohonan perkara yang di bacakan oleh 
majlis hakim 
4) Jawaban yaitu jawaban Pihak tergugat terkait perkara terhadap 
pembacaan gugatan perkara  
5) Replik (jawaban tergugat) 
6) Duplik (jawaban penggugat)  
7) Pemeriksaan Bukti Surat dalam hal ini seperti akta,yang dapat di 
jadikan bukti dalam persidangan  
8) Pemeriksaan Bukti Saksi  
9) Pemeriksaan Saksi Ahli 
10) Pemeriksaan Setempat 
11) Kesimpulan  
12) Putus64 
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f. Proses dan Penetapan Persidangan Dispensasi 
1) Penerimaan Perkara 
a) Orang tua anak yang ingin mengajukan permohonan, terlebih 
dahulu mendaftar kemeja 1. Oleh meja satu diterima surat 
permohonan, lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat 
SKUM. 
b) Setelah menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
pemohon datang kekasir untuk mebayar biaya panjar perkara, 
petugas kasir menerima dan menandatangani SKUM lalu 
memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas. 
c) Petugas dimeja tiga mendaftar permohonan lalu memberi 
nomor perkara sesuai nomor SKUM, setelah itu berkas perkara 
diserahkan pada ketua Pengadilan Agama melalui 
panitera/wakilnya. 
d) Berkas perkara yang telah diterima ketua Pengadilan Agama 
untuk dipelajari, kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat 
Majelis Hakim. 
e) Panitera membuat penetapan panitera pengganti dan 
menyerahkan berkas pada Majelis Hakim.
65
 
5. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin 
a. Syarat – syarat  Dalam Pengajuan Dispensasi 
1) Surat penolakan dari KUA berisi alasan-alasan mengapa 
ditolak dari KUA 
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2) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan kurangnya 
persyaratan nikah dari KUA  
3) Satu lembar foto copy KTP pemohon (suami istri) yang 
dimatraikan Rp. 6000.  
4) Foto copy KK pemohon dimatraikan Rp. 6000.  
5) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah 
pemohon yang dimatraikan Rp. 6000. Dan menunjukan yang 
asli  
6) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang 
dimaterikan Rp. 6000. 
7) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang 
dimaterikan Rp.6000 
8) Satu lembar  foto copy akta nikah orangtua calon dimateraikan 
Rp. 6000 
9) Surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan (bagi yang 
hamil) 
10) Surat keterangan status dari kelurahan-desa  
11) Membayar biaya panjar.66 
b. Prosedur Permohonan Perkara Dispensai Kawin  
1) Pertama:  Sebelum pemohon mengajukan permohonanya, 
pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh 
penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat 
                                                          
66
Wassalam, Panitera Muda, Wawancara Pribadi, 27 April 2017, jam 11.00 WIB 
52 
 
 
 
surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong 
dibuatkan surat permohonan. 
2)  Kedua : Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda 
tangani diajukan kepada sub kepaniteraan permohonan, 
pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir 
besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya surat kuasa 
untuk membayar (SKUM). Besarnya panjer biaya perkara 
diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan 
perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R. Bg atau pasal 
182 ayat (1) HIR, atau pasal 90 ayat (1) UUPA. 
3) Ketiga : Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan 
menyerahkan surat permohonan dan SKUM kasir kemudian 
menerima uang tersebut  dan mencatat dalam jurnal biaya 
perkara, menandatangani dan memberi nomer perkara serta 
tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat 
permohonan dan SKUM kepada permohonan. 
4) Keempat : Pemohon kemudian menghadap pada meja II 
dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah 
dibayar. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi 
kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah 
menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya 
mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan 
tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta 
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memperintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang 
menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. 
Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat 
mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan  kepada panitera 
sebelum persidangan
67
 
Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk 
umum oleh ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil 
keruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati 
pemohon, anak pemoh dan calon pemohon dengan memberikan 
penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan 
belum cukup umur dan agar menunda pernikahanya. Bila tidak 
berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudia Ketua Majelis 
membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di 
kepaniteraan  Pengadilan Agama. 
Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon 
dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis 
melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan 
bukti surat: foto copi surat kelahiran atas nama anak pemohon yang 
dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan oleh Ketua Majelis diberi 
tanda P.1. 
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Surat pemberi tahuan penolakan melangsungkan pernikahan 
model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya 
Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. 
Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan 
keluar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors 
dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk keruang persidangan, 
kemudian dibacakan penetapan.
68
 
B. Ringkasan Perkara 
Dalam perkara nomor 0104/pdt.P/2016/PA.Skh. Agus adalah 
seorang laki-laki yang berumur 17 tahun 4 bulan yang dalam hal ini 
mengajukan dispensasi kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan  
menurut undang-undang perkawinan No  tahun 1974 pasal 9 dan calon 
istri yang berumur 17 tahun 10 bulan. Bahwa syarat-syarat untuk 
melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali 
syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. 
Bahwa kehendak para pemohon untuk menikahkan anak pemohon telah 
mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, 
Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 
27/Kua.11.11.04/K.500/10/2016 tertanggal 19 bulan September tahun 
2016. Namun  pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan 
karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya 
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menyatakan kepada para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon 
istrinya tersebut telah berulang kali melakukan hubungan selayaknya 
suami-istri (dukhul), sehingga para pemohon khawatir keduanya akan 
terus menerus melakukan perbuatan zina atau melanggar aturan syariat 
agama Islam, jika tidak segera dinikahkan. Pengadilan Agama telah 
melakukan penetapan atas permohonan para termohon pada hari Kamis 
tanggal 27 Oktobr 2016  dengan penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA. 
Skh. Penetapan tersebut tentu berdasarkan pertimbangan yang matang 
menurut hukum Islam. Namun demikian secara akademik tentu dikaji. 
Oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan.
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Di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap kasus permohonan 
dispensasi kawin ditahun 2016 sejumlah 55 perkara yang diputus oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo. Pihak yang mengajukan 
permohonan mayoritas pihak laki-laki. penelitian ini dilakukan terhadap 
Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA. Skh.
70
 Penulis hendak menganalis 
putusan perkara tersebut. Karena kebanyakan perkara yang masuk 
permasalahanya berbeda yaitu kebanyakan hamil terlebih dahulu, dan 
penulis ingin meninjau dari Undang-undang selain Undang-undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan dispensasi  
nikah anak dibawah umur. 
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Dalam memutuskan perkara ini, hakim menggunakan dasar hukum 
Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:  
“dalam hal peyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dipensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditun juk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun wanita.” 
Dari penjelasan ayat (2) tersebut apabila seorang laki-laki yang belum 
mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun harus 
meminta ijin orang tua kedua belah pihakdan meminta dispensasi kawin ke 
Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Kawin 
tetap mengunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
mengunakan hukum lainya. 
Kaidah fiqh yang digunakan dalam menetapkan perkara tersebut 
adalah kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Bajuri  
halaman 9 sebagai berikut: 
 
Artinya:”menolak kerusakan harus didahulukan dari pada 
mendatangkan kemaslahatan” 
 
Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon 
istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat 
mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera 
dilaksanakan perkawinan.
71
. Sudah sesuai dengan maksud dan tujuan 
adanya kaidah Fiqih ini, karena hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
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meninggalkan kemaslahatan yaitu dengan tetap menetapkan batas umur 
menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, tetapi juga memberi kelonggaran kepada pemohon perlu 
tidaknya diberikannya dispensasi berdasarkan fakta persidangan.
72
 Hakim 
menggunakan prinsip menolak kemadhratan karena akibatnya bila terjadi 
sesuatu putusan tentang tidak diterimanya suatu permohonan akan banyak 
terjadi kemadharatan. 
C. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin 
di Pengadilan Agama Sukoharjo Penetapan Nomor 
0104/pdt.P/2016/PA.Skh. 
 Dalam perkara ini pihak yang dimohonkan dispensasi nikah yaitu 
calon suami  berumur 17 tahun 4 bulan dan calon Istri berumur 17 tahun 
10 bulan. Dan  syarat –syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut 
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para 
pemohon untuk menikahkan telah mendapatkan penolakan dari KUA 
Getak, Kabupaten Sukoharjo, tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak 
untuk tetap di laksanakan pernikahan karena hubungan  keduanya sudah 
sedemikian eratnya dan calon istrinya telah berulang kali melakukan 
hubungan selayaknya suami istri, sehingga keluarga khawatir keduanya 
akan terus menurus melakukan perzinaan atau melanggar aturan syariat 
agama Islam, jika tidak segera dinikahkan. 
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Agar seseorang bisa sah untuk melaksanakan perkawinan harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Para  hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo ini justru tidak kaku, dan melakukan pertimbangan yang 
matang dari berbagi sisi. Undang-undang  perkawinan memang 
menetapkan  batasan umur  diperbolehkanya suatu perkawinan meskipun 
pada pasal 7 ayat (1):” perkawinan hanya diijinkan jika para pihak pria 
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun”.73 
Dalam memutuskan perkara yang sudah saya teliti  di Pengadilan 
Agama, Hakim mempunyai beberapa pertimbangan: 
1. Bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 (foto copy Kartu Tanda 
Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), membuktikan bahwa para 
pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 
Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974, dan Majelis Hakim telah menasehati para pemohon 
agar pernikahan anaknya ditunda sampai anaknya berumur 21 tahun 
atau setidaknya berumur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
74
 
2. Bahwa majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar pernikahan 
anaknya ditunda sampai anaknya berumur 21 atau setidaknya berumur 
19 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil. 
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3. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya dengan 
alasan yang pada pokoknya karena anak para pemohon yang bernama 
agus anak pemohon akan menikah dengan seorang perempuan 
bernama susi, tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan  Agama 
Kecamatan Gatak, Kabupaten sukoharjo karena anak para pemohon 
tersebut berumur 19 tahun.  
4. Permohonan mengajukan Dispensasi kawin untuk anaknya dengan 
alasan yang pokoknya karena anak para pemohon yang bernama anak 
pemohon akan menikah dengan seseorang perempuan bernama xxx 
calon Istri anak  
5. pemohon, tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Getak, Kabupaten Sukoharjo karena anak para pemohon tersebut 
belum berumur 19 tahun.  Berdasarkan bukti surat P.4 (fotocopy 
Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) dan P.% (fotocopi surat 
Keterangan Kelahiran) membuktikan bahwa benar para pemohon 
mempunyai anak laki-laki bernama xxx Anak pemohon yang saat 
diajukan pemohon ini  anak pemohon tersebut belum genap berumur 
19 tahun. 
6.  Berdasarkan bukti surat P.1 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan 
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getak, Kabupaten Sukoharjo 
membuktikan bahwa benar kehendak calon suami yang bernama xxx 
untuk menikah dengan calon istri pemohon telah ditolak oleh KUA 
Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten karena anak calon suami 
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tersebut belum genap umur 19 tahun, oleh karenanya untuk 
melangsungkan pernikahan harus mendapat Dispensasi dari 
Pengadilan Agama. 
7. Bahwa  mereka berdua telah lama menjalin hubungan cinta, telah 
berulangkali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan 
mereka berdua telah sepekat untuk segera melangsungkan pernikahan 
serta sanggup untuk menjadi suami-istri yang baik dan diantara 
keduanya tidak ada hubungan mahram. 
8. Berdasarkan  keterangan para pemohon dan pihak terkait yang 
diungkit dengan bukti surat dan para saksi yang diajukan para 
pemohon terbukti calon suami yang bernama xxx dengan calon 
istrinya yang bernama xxx calon istri tidak ada hubungan mahram 
sehingga tidak ada halangan untuk menikah dan sekalipun anak 
pemohon belum umur 19 tahun tetapi sudah mempunya pekerjaan dan 
penghasilan tetap serta sanggup bertanggung jawab sebagai suami 
yang baik. 
 Beberapa pertimbangan tersebutdiatas maka majelis hakim telah 
menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Calon suami  bernama Agus anak Pemohon  dengan calon istrinya 
bernama susi telah lama bergaul dan telah  menjalin hubungan cinta 
bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya 
suami-istri; 
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2. Bahwa antara calon suami atau calon istri telah sepakat untuk menikah 
atas dasar suka sama suka, sama-sama bertanggung jawab untuk 
menjadi  suami-istri yang baik; 
3. Suami sekalipun berumur 19 tahun tetapi secara fisik  dan psicik sudah 
kelihatan dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan 
tetap; 
4. Calon suami dengan calon istri tidak ada larangan atau sebab yang 
menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.; 
5. Saudara kandung/wali dari calon istri telah menyetujui dan sanggup 
untuk menikahkan adiknya dengan anak Para Pemohon; 
Dengan mempertimbangkan fakta tersebut di atas, maka majelis 
hakim berpendapat oleh karena kedua belah pihak calon suami dan istri 
telah sama-sama sepakat untuk menikah, orang tua calon mempelai wanita 
telah menyetujui dan wali nikah telah sanggup untuk menikahkan adik 
kandungnya yang bernama xxx calon istri anak Pemohon dengan anak 
anak para pemohon yang bernama xxx. Anak pemohon dan anak para 
pemohon dengan calon istrinya sudah sebegitu akrabnya bahkan telah 
berulangkali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-
istri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak para pemohon sampai 
berumur 21 tahun atau 19 tahun akan menimbulkan madiorot/kerusakan 
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yang lebih besar dari pada manfa‟atnya, oleh karena itu permohonan para 
pemohonan dapat untuk dipertimbangkan;
75
 
Sebagaimana termuat dalam penjelasan atas pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batasan 
umur untuk dapat menikah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun  
adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dengan 
demikian dapat diambil pengertian batasan umur pernikahan tersebut 
adalah untuk memperoleh keuntungan dan kemaslahatan dalam 
perkawinan;
76
 
Majelis hakim berpendapat madlorot/mafsadat itu perlu dihindari 
sesuai kaidah hukum/ kaidah fiqhiyah sebagaiman yang termuat dalam 
Kitab Al Bajuri halaman 9 sebagai berikut:  
 
Artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada 
mendatangkan kemaslahatan’. 
 
Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara 
calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan 
dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera 
dilaksanakan perkawinan.
77
 
Kaidah Fiqih yang dipakai dalam permohonan Nomor sudah sesuai 
dengan maksud dan tujuan adanya kaidah Fiqih ini, karena dalam hal 
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hakim Pengadilan Agama Sukoharjo meninggalkan kemaslahatan yaitu 
dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi juga memberi 
kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikannya dispensasi 
berdasarkan fakta persidangan
78
 
Peritimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para 
pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para 
pemohon yang bernama xxx anak pemohon untuk menikah dengan calon 
istri anak pemohon; 
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin dalam 
Penetapan 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh? 
Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya 
menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada 
dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan, jika 
wanita yang sudah hamil tetapi belum melakukan ijab kabul boleh 
melakukan perkawinan tetapi harus menunggu anak yang dikandungnya 
lahir terlebih dahulu. 
Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya 
menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada 
dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. 
Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur  minimal dan 
maksimal untuk melakukan  perkawinan diasumsikan memberi 
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kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan 
bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang 
siap dan mampu. Firman Allah SWT ( QS. An Nuur:32 ) 
Artinya:  “ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara 
kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu 
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah 
maha luas (pemberianya) lagi maha mengetahui.” 
Secara tidak langsung Al-Quran dan hadist mengakui bahwa 
kedewasaan sangat penting  dalam perkawinan. Usia dewasa dalam  fiqih  
ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat  jasmani yaitu tanda-tanda 
baliqh secara  secara umum antara lain , sempurnanya umur 15 tahun bagi 
pria dan wanita 9 tahun
79
. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah 
memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.
80
 Sehingga 
kedewasaan seseorang dalam Islam sering diindentikan dengan baliqh. 
Dalam m,enetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh 
Nabi Muhammad SAW sendiri kawin  dengan Aisyah ketika ia 
baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rosullah  
sewaktu ia berumur 9 tahun. Menurut para Ulama perkawinan dibawah 
umur antara Aisyah binti Abubakar dengan Muhammad SAW yang sudah 
jauh lebih dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar  Pertimbangan Hakim dan Kaidah Fiqih yang digunakan 
Pengadilan Agama Sukoharjo yang digunakan dalam memutuskan 
perkara Dispensasi Kawin Nomor  0104/Pdt.P/2016/PA.Skh. 
1. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Penetapan Nomor 
004/Pdt.P/2016/PA.Skh. 
Dalam memutuskan perkara tersebut Hakim menggunakan dasar 
hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-undang perkawinan 
No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:”dalam hal 
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun wanita. 
Dari penjelasan pasal (2) tersebut apabila seorang laki-laki yang belum 
mencapai umur 19 tahun dan wanita  belum mencapai umur 16 tahun 
harus minta izin orang tua kedua belah pihak dan meminta dispensasi 
kawin ke Pengadilan Agama. Hakim dalam memutuskan perkara 
dispensasi kawin tetap menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
dengan menggunakan  dasar hukum lainnya. 
2. Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2016?PA.Skh. 
Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memeriksa serta memutuskan 
perkara yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensai tentu 
mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman 
65 
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para Hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan 
menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum 
tetntu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan 
yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang 
ataupun secara Syari‟ah untuk dikabulkan dalam permohonan Dispensasi 
yang diajukan. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan 
Agama dalam memutuskan  perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016?PA.Skh. 
Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara 
permohonan akan diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya 
meliputi kediaman pemohon, berdasasrkan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 adalah sebagai berikut “ Permohonan Dispensasi Perkawinan 
bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur  perkawinan 19 
tahun bagi laki-laki dan untuk perempuan 16 tahun diajukan oleh orang 
tua yang bersangkutan kepada Pengadilan. Agama yang wilayah 
hukumnya meliputi kediaman pemohon.  
Bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi 
Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Majelis Hakim telah menasehati para 
pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai anaknya berumur 21 
tahun atau setidaknya berumur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
81
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 Sebagaimana diketahui bersama bahwa calon suami-istri telah 
berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering melakukan hubungan 
bersetubuh. Hubungan ini bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan 
dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma 
kesusilaan: serta kenyataanya bahwa anak para pemohon dengan calon 
suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah, kekerabatan lainya dan 
saudara sepersususan atau hubungan lainya, lagi pula masing-masing tidak 
dalam status yang secara hukum bisa menghalangi pernikahan mereka.
82
 
Sesungguhnya apa yang dilakukan para hakim Pengadilan Agama 
tidaklah selalu normatif dengan apa yang dikatakan Undang-undang akan 
tetapi masih mau membuka kembali pemikiran yang terkandung dalam 
Undang-undang serta berkenan melihat fenomena sosial kompleks. Hal ini 
bisa dibuktikan ketika hakim yang melihat bahwa si calon mempelai laki-
laki di pandang sudah siap baik itu dari segi perekonomian, dia sudah 
mempunyai pekerjaan dan sanggup menafkahi calon istrinya dan dinilai 
matang. Dalam hal ini  para hakim melihat segi kondisi orang yang 
melaksanakan serta tujuan melaksanakanya, maka melakukan perkawinan 
itu dapat dikenakan hukum wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon 
mempelai sumai-istri, dan sangat kuat keinginanya untuk menyalurkan 
hasrat seksual dalam dirinya, sementara dari pihak keluarga khawatir 
terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah.
83
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Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar-dasar akan fakta-fakta 
tersebut diatas dihubungkan dengan Al-Qur‟an Surat An-Nur ayat 32 
berbunyi: 
 
Artinya: 
”dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantaramu 
dan orang –orang yang layak berkawin dari hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka 
miskin Allah akan memapankan mereka dengan 
Karunianya dan Allah Maha Luas dan Maha 
Mengetahui”. 
 
3. Kaidah Fiqih yang digunakan dalan Penetapan Nomor 
0104/Pdt.P/2016?PA.Skh. 
a. Majelis hakim berpendapat madlorot/mafsadat itu perlu dihindari 
sesuai kaidah hukum/ kaidah fiqhiyah sebagaiman yang termuat dalam 
Kitab Al Bajuri halaman 9 sebagai berikut: 
 
Artinya:”menolak kerusakan harus didahulukan dari pada 
mendatangkan kemaslahatan” 
 
Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara 
calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya 
dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak 
segera dilaksanakan perkawinan.
84
. Sudah sesuai dengan maksud dan 
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tujuan adanya kaidah Fiqih ini, karena hakim Pengadilan Agama 
Sukoharjo meninggalkan kemaslahatan yaitu dengan tetap menetapkan 
batas umur menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan, tetapi juga memberi kelonggaran kepada 
pemohon perlu tidaknya diberikannya dispensasi berdasarkan fakta 
persidangan.
85
 Hakim menggunakan prinsip menolak kemadhratan 
karena akibatnya bila terjadi sesuatu putusan tentang tidak diterimanya 
suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin dalam 
Penetapan 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh? 
Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya 
menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada 
dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. 
Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur  minimal dan 
maksimal untuk melakukan  perkawinan diasumsikan memberi 
kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan 
bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang 
siap dan mampu. Firman Allah SWT ( QS. An Nuur:32 ) 
Artinya:   
“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan 
orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu 
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. 
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 
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karunianya. Dan Allah maha luas (pemberianya) lagi maha 
mengetahui.” 
 
Secara tidak langsung Al-Quran dan hadist mengakui bahwa 
kedewasaan sangat penting  dalam perkawinan. Usia dewasa dalam  fiqih  
ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat  jasmani yaitu tanda-tanda 
baliqh secara  secara umum antara lain , sempurnanya umur 15 tahun bagi 
pria dan wanita 9 tahun
86
. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah 
memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.
87
 Sehingga 
kedewasaan seseorang dalam Islam sering diindentikan dengan baliqh. 
Dalam m,enetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh.
88
 
 Ulama Syafiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa: “ Anak laki-
laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 
tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia  seseorang dianggap baligh  
sebagai  berikut: “ Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun 
dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Ulama dari golongan 
Imamiyyah menyatakan “ Anak laki-laki dianggap baliqh bila berusia 15 
tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang 
berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat, pertama Imam Malik, Imam 
Syafi‟I dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang 
berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga 
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belum baligh, ia dianggap telah baligh karena telah  memungkinkan untuk 
haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak 
ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki wanita dewasa.
89
 
Sedangkan Ibn Sybrumah memiliki pandangan  yang berbeda 
dengan pandangan  ulama lain. Beliau berpandangan bahwa nak laki-laki 
ataupun perempuan  dibawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan, 
mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai  usia baligh dan  
melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.
90
 
Sedangkan  dalam Fathul Mu‟in usia baligh yaitu setelah sampai 
batas  tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah 
mengeluarkan  mania tau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini 
adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut 
kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut 
ketiak yang tumbuh melebat. 
Berdasarkan istiqra (penelitian empiris) dan nash-nash Al-Quran 
maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup 
diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. 
Imam Maliki adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil 
Maslahat Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, melalui definisi diatas, 
yaitu, Adanya persesuaian antara marshalat yang dipandang sebagai 
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sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan 
adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasjan sumber 
dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qar‟iy. Akan tetapi 
harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan 
oleh syari‟i. 
Dalam perkara nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh majelis hakim 
berpendapat oleh karena kedua belah pihak calon suami dan istri telah 
sama-sama sepakat untuk menikah, orang tua calon mempelai wanita telah 
menyetujui dan wali nikah telah sanggup untuk menikahkan adik 
kandungnya yang bernama xxx calon istri anak Pemohon dengan anak 
anak para pemohon yang bernama xxx. Anak pemohon dan anak para 
pemohon dengan calon istrinya sudah sebegitu akrabnya bahkan telah 
berulangkali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-
istri, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak para pemohon sampai 
berumur 21 tahun atau 19 tahun akan menimbulkan madiorot/kerusakan 
yang lebih besar dari pada manfa‟atnya, oleh karena itu permohonan para 
pemohonan dapat untuk dipertimbangkan. 
Didalam Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya 
menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada 
dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. 
Tidak adanya ketentuan agama tentang batasan umur  minimal dan 
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maksimal untuk melakukan  perkawinan diasumsikan memberi 
kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Berdasarkan pendapat 
hakim diatas  maka dispensasi nikah anak dibawah umur akibat perzinaan 
udah sesuai dengan kaidah maslahat mursalah  
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BAB V 
PENUTUP  
 
 
A. Kesimpulan  
Dalam memutuskan perkara tersebut Hakim menggunakan dasar 
hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:”dalam 
hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang 
tua pihak pria maupun wanita. Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 
0104/Pdt.P/2016?PA.Skh. Majelis hakim kemudian menggunakan konsep 
mashlah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan  dispensasi nikah 
tidak di jelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan  
tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua 
calon mempelai beserta keluarga). Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Dispensasi Kawin dalam Penetapan 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh?. tidak terdapat 
kaidah-kaidah yang sifatnya menetukan batasan umur perkawinan. Jadi 
berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat 
melakukan ikatan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang 
maksimal dan minimal untuk melakukan perkawinan. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran 
sebagaimana berikut: 
1. Sebaiknya orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam hal pergaulan, 
supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan 
2. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan dalam mengjukan  
permohonan izin dispensasi kawin dibawah umur dengan tujuan untuk 
mengurangi jumlah kasus pernikahan di usia dini yang sekarang sedang 
marak di Indonesia. 
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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 
Pertanyaan Bapak Hakim 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 
0104/Pdt.P/2016/PA.Skh? 
2. Berapa banyak perkara tentang dispensasi yang masuk pada tahun 2016? 
3. Dasar apa yang dipakai untuk memutus perkara tersebut? 
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dispensasi nikah dalah perkara 
nomor 0104/Pdt.P/2016/Pa.Skh? 
Pertanyaan Bapak Panitera 
1. Yang mengajukan perkara dispensasi nikah lebih banyak pihak laki-laki 
atau perempuan?. 
2. Dalam perkara nomor 0104/Pdt.P/2016/Pa.Skh apa sudah hamil? 
Pertanyaan Kariyawan Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Bagaimana sejarah Pengadilan Agama Sukoharo? 
2. Bagaimana cara mengajukan perkara dispensasi kawin? 
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Lampiran 2  
Dokumentasi  
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